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Motto :
Dan bahwasa,nnya‘ seorang manusia tiada memperoleh

selain apa yang telah dusahakannya (Q.S. An Najm : 39)
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BAB I

PENDAHNULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Kebutuhan mamsia yang paling penting selain sandang dan pangan adalah
Papan atau rumah. Adapun pengertian rumah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal | angka 1
adalah bangunan yang berfungsi eebagai tempat tinggal atau hunian sarana pembinaan
keluarga

Seirung dengan laju pertambahan penduduk maka kebutuhan penduduk terhadap
rumah akan semakin beriambah pula Pokok kesulitan dalam pemendhan aloan kebutuhan
terhadap rumah terletak dalam kenyataan bahwa terdapat suaty kekurangan yang
sangat besar akan perumahan dikota-kota besar, Jumlah rumah-rumah dikota Jauh dani
cukup. Masih barryak orang yang tidak mempunya: perumahan atzu Jika ada tidak cukup
layak'. Kekurangan tersebut akan semakin bertabah dengan adanya proses urbanisasi
dimana penduduk dari daerah pedalaman semakin banyak yang masuk ke dalam-kola-
kota besar dan menetap di kota-kota besar tersebut, Dengan demikian pads pusat
kehidupan di kota-kota besar terasa dengan sangat tekanan bertambahnya penduduk ini
sedangkan pada duerah-daerah pedesaan atan pedalaman akan terasa hal yang
sebalikiya

! Sudego Gasxna, :;sm;MJw_Uihjﬂ)&.‘.iﬂJﬁ{aﬁJiQﬁk,iMIﬂlléﬂfd:ﬂ)m o Scw
Menyews, Cetaban Ketrgs, Alvmirs, Randinng, 1984, b 1
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Pemecahan terhadap wmasalah perumahan memerlukan suaty penelitian dan
Perencanaan yang amat seksama Perlu diperhatikan dalam rangka tersebut adalah
politik, urbanisasj. pembangunan masyarakat, politik penggunaan tanah, teknologi dan
pola-pola perumahan yang sehal dengan keada day selera Lidup iasyarakal maupun
dalam sektor perencanaan dan sektor pembiayaan dag perencanaan perkembangan kots
dan daerah Pendek kata bidang pembangunan perwnahan 1 memperlihatkan dengag
Jelas segi-segi yang multi kompleks ?

Sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Halauan Negara,
Bab III, huruf B angka 9 Pemerintah dalam rangka untuk mengatasi kebutuhan akan

dan bermartabat gerty memberi perhatian utamg Pada tercukupinya kebutuhan dasar
yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan pendidikan dan lapangan kerja,  hwus
mengambil langkah-langkah yang dianggap perly untuk dapat menciptakan ikhim yang
mendorong peran serta masyarakat untuk membangun  afay membeli rumah yang
memadai dan memenuyly persyaratan. Sebagian darq pemenuhan kebutuhan akan rumah
tersebut dapat dipenuh olely pemerintah melaly; program Perusahaan Umum Perumahan
Nasional (Perum Perumnas) dan Juga oleh masyarakat sertq pthak swasta

Kebutuhan akan perunahan tersebut tentunya tidak akaa teratas; dengan hanya

mengandalkan peran Pemeninah  semata-maulg Perlu peran masyw akal maupun pihak

DRIANTO
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pihak swasta sendiri dalan nemenulij kebutuhan akan rumah tersebut. Dalam
membangun nunah tersebu seseorang dapat melakukannoyva sendiri atau meryuruh
Seseorang atan suatu badan usaha/pelaku ussha untuk membangun rumnah sesuai dengan
bentuk/ desain yang diinginkannya.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahit 1992 maka rwnah
termasuk salah satu jenis bangunan, sehingga kontrak bangunan merupakan salah saty
komponen dari hukum bangunan/  Construction Law /Bouwrecht. Adapun vang
dimaksud dengan bangunan menurut penjeiasan pasal 1 angka 2 {(selanjutnya disebui
Undang-Undang Jasa Fonstruksi) adalah wujud formasi pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukan yang ada diatas, pada, dibawah tanah dan/atay aur,
Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan adalsh seluruh perangkat persturan
perundang-undangan yang bertalian dengan bangunan meliputi pendirian, perawatan,
pembongkaran, penyerahian, baik yang bersifal perdata niaupun publik.

Seseorang selain dapat merupekerjakan orang lain dengan membayar upah
mereka secara haryan, dapat juga mengadakan kerjasama dengan kontraktor atau
pemborong untuk mendirikan nwnal, sesuai dengan yang dikehendakinya sebagni
pemesan dengan membayar horga tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal
i1 hukum mengena; pemborongan tentunva amat diperlukan.

Hukum pemborongan pekerjaan mempunyai sejarah yang terbilang tia. Farena
sudah barang tentu ketika pembungunan  melibatkag pihak yang lain, maka kaidah
hukum tentang konstruksi sudah diperlukan walupun mungkin masih dalam bentuk yang
paling sederhana Farena i pula sejarah hukum konstruksi di Indonesia sebenarnya

dapat dibagi dalwn dua kategor! yaitu kategor: hukun Baat dan kategon hukum
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tradisional ’. Yang dimaksud dengan hukum konsruksi hukum barat adalah kaidah-
kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi berasal dari hukum yang
berlaku di Eropa Kontinental. Tonggak sejarshnya adalah ketika Buurgelijk WetBoek
(BW) diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu pada tahun
1848. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum konstruksi tradisonal adalah hukum adat
walaupun hukum adat sendiri tidak banyak mencatat tentang perkembangan hukum yang
satu 1.

Kehendak pemesan rumah tersebut dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian
pemborongan rumah secara tertulis maupun secara lisan Di Indonesia yang mempunyai
arti mirip  dengan perjanjian pemborongan bangunan adalah pemborongan pekerjaan
yang diatur dalam pasal 1601 huruf b Burgeriyk Wetboek (yang selanjutnya disebut
BW). Adapun definisi dari pemborongan pekerjaan menurut Pasal 1601 huruf adalal; :

Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si
pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suaty pekerjaan bagi pihak
lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suaty harga yang ditentukan

Dari pasal tersebt dapat dikatakan bahwa pekerjaan pemborongan rumah
adalah salah satu bentuk dari pemborongan pekerjaan. Makna  duri istilah
pemborongan dapat saja berarts bahwa vang diborong tersebut bukan hanya
konstuksinya saja (pembangumannya), melainkan dapat juga berupa “pengadaan” barang

saja’. Sehingga dari makna dapat disimpulkan bahwa makna dan 1stilah pemborongan

7 Muzur Fuad: Kg_q_gm_f_m{:mxgm Megs Proyek, Cetakan ke I, Citrs Aditya Baki,
Bandung, 1995, h 308
‘Mid, h 12
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n

lebib luas dari isilah konstruksi yang sering dipakm. Arti pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 18 tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi )adalah :
“Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhian atay sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-
masing dan kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atay bentuk fisik
lainnya *.

Dalam perjanjian pemborongan hanya terdapat dua pihak yang terikat secara
langsung, yaity :

a. Pihak yang memborongkan atau Prinsipal (Aanbesteder, Bouwheer, Kepala Kantor,
Satuan Kerja atau Pemimpin Proyek)
b. Pihak Pemborong atau Rekanan, Kontraktor, Aznemer *,

Selain ada pihak yang terikat secara langsung dalam perjanjian pemborongan,
ada juga pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian
pemborongan.  Adapun pthak yang terikat secara tidak langsung dengan adanya
Petjantan pemborongun adalah Perencana/Arsitek dem Pengawas.

Dalam  pelaksanaan penjanyian tersebut para pihak, pemesan  maupun
pemborong tidak selaly dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang
disepakati oleh para pihak ity sendir sebagmmana diatur dalam petjanjian Kadang
kala salah sany piiak tdak dapat melaksanaian perjanjian tersebut karena suaty

keadaan yang memaksa (force majeur) namu adakalanya pula salalh saty pthak dalam

e s st e e e e ———

Fx Dyurmialds, Iimu;gjfkm_gmm. Uetikar: Ketiga, Rineka Cipta, Jukarta, 1991, ), 3
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hal ini yang akan dibabias yaitu pemborong, tidak melakukan apa yang telah menjadi
kewajibannya merugikan pihak yang fain dalam hal ini pemesan.

Karena apa yang menjad: kewnjiban dary suaty pihak menjadi hak dari pihak
lain yang terikat dalam Perjanjian tersebut, maka piliak lain yang dirugikan tersebut
dapat menuntut pihak yang melakukan wan prestas! dengan tuntutan tertentuy,

Permasalahan

2. Bagaimanakah tanggung gugat pemborong dalam pembangunan rumal pribadi jika

pemborong wanprestasj ?

2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “ Tanggung Gugat Pemborong Dalam Perjanjian
Pembangunan Rumah Pribadi*, Yang  dimaksud dengan Tanggung Gueat dalam
skripsi im adalah dapat digjukannya ke pengadilan, Seseorung yang melakukan
perbuatan yang merugikan of ang lain®

Sedangkan vang chmiaksud dengan pemborong atau atay kontraktor atay aqremer
atau pelaksana konstrues; menungt Pacal | angka 1o Undmlg-lfndwxg Jasa Konstruks;
adalah adalah penvedia jasa Ord@-perorangan alau badan ysaha yang dinvatakan ahl;
vang profesional dibidang pelaksana Jasa konstruks, Yang mampu menyelenggarakan
kegiatamya untuk mewujudkan suaty hag] perencanaan menjads bentuk bangunan atay
bentuk fisik lamiya

® Moegn: Dioyodirdjo, I»’;-@yg:ﬁqlgigl_gy_ﬂlj_gk_m_k Fradnys Parwmta, Jakaria 1979, b 11,
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Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pembangunan adalah perjanjian
antara  pemesan dan pemborong  untuk mendirikan  nunah  bary Jjadi  bukan
memperbaharui, memperluas, mengubah ata, membongkar, merenovasi atau mengubah
rumah yang sudah ada sebelumnya

Sedangkan yang dimaksud dengan rumagh sebagaimana diatur dalan; Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1997 teatang Perumahan dan Pemukiman Pasal 1 angka 1
adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atay hunian sarana pembinaan
keluarga

Pribadi yang dimaksud disini adalah mariusia sebagai subjek hukum (raturlijk
person) bukan badan hukug; (rechipersoon),

Jadi maksud keseluruhan dari judul adalah tanggung gugat dar; pemborong yang
melakukan pekerjaan membangun rumah bany untuk keperluan manusia, bukan untuk

keperluan badan hukum

3. Alasan Pemilihan Judul

Pertambahan penduduk yang pesat ditambah ag semakin membiat kebutuhan
akan perumahan makin memingkat. Untuk mengatast kebutuban akan rumah terebut maka
dibangun|ah rumah-rumah bary bajk oleh pemerimal maupun oleh penduduk secara
mandir. Hanya sala  dalam membangun rumah tersebyt seseorang  tidak  dapat
menger)akannya secary langsung, selmn dibatasi oleh waktu, kesibukan, Juga dibatas;
oleh kemampuay keahlian Seseorang tersebut untuk inengerjakan nunah pnibadi
tersebut. Oleh kareqy hal tersebut maka diperpunatan!sh Jasa pemborong dalwn

pembangunan nuyal, tersebut,

SKRIPSI
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Pada pembangunan rumah secara pribadi kondisinya jauh dari keadaan yang
ideal, hal imi dapat ditinjau dari para pihak dan perjanjiannya. Dari segi para pihak,
pada pemborongan rumah secara pribadi pihak pengawas yang di lakukan sendiri oleh
pemesan sedangkan perjanjian umumnya dilakukan secara tiduk tertulis, hal i
utamanya dilakukan pada proyek yang mempunya nilai kecil

Pada pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalau lancar seperti apa
yang diharapkan oleh kedua belah pibak. Kadangkala terdapat beberapa kesalahan
ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pemborong yang merugikan pemesan, namun
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemborong tersebut tidak diatur dalam

perjanjian demikian juga cara penyelesaian sengketanya

4. Tujuan Penulisan
Twuan wtama penulisan skripst i adalah untuk melengkapi tugas dalam

memenuhi syarat guna mencapal gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Disamping itu penulisan skripsi ini juga sebagai swnbangan pemikiran kepada

masyarakat yang ingin mengetahui tentang masalah tanggung gugat pemborong.

S. Metodolosi

a Pendekatan masaluh
Pendekatan masalah dilakukag dengan pendekatan nonmatif yuridie normatif vaity
pendekatan vang dilakukan dengan berdasarkan pada peraturun perundang-undangan

dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan.
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Sumber bahan hukum

Bahan hukum vang dipergunakan untuk membantu penulisan skripsi ini saya peroleh
dengan cara
Bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku,
majalah dan peraturan penundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan
perkuliahan selama i yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam skripsi
L.
- Bahan hukum sekunder yaiu penelitian/survey ke CV. Artara Suw abaya
Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum
Pengumpulan bahan hukuan vang dilakukan untuk kepentingan penyusunan skripsi i
menggunakan 3 (tiga) yauty -
Mencan dan membaca buku-buku, majalah atau literatur yang berkaitan dengan
masalah tanggung gugat pemborong
Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan
dengan mater; skripsi .
= Menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui wawancura
Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikelompokan menjadi beberapa kelompok
berdasarkan kategor tertentu dan disusun secara berurutan dan disesuaikan dengan
pokok masalah yvang akan dibahas dalam Bab-Bab tertenty
Analisis bahan hukum
Anahisis bahan hukwn dilakkan dengan cara meneliti dan menganalisa semua bahan
hukum vang diperoleh dan kepustakaan dan Wawancara sehingga hasilnya dapat

dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah yang diajukan.
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6. Pertanggungiawaluu Sistematika

Untuk memudalikan pemahaman mengenai isi dari skripsi, maka materi skripsi
dibagi menjadi 4 (empat) bab, 2 (dua) bab diantaranya merupakan komponen
permasalahan yaitu Bab [T dan Bab [I merupakan komponen permasalahan,

Dalam Bab | i yang merupakan bab pendahuluan merupakan gambaran umum
dart keseluruhan skripst i, sebagai pengantar kepada masalah yang menjadi pokok
bahasan selanjutnya. Bagian pendahuluan 1y diawal; detigan permasalahar (latar
belakang dan permasalahan), penjelasan Judul, alasan pemilihan Judul, tujuan penulisan
skripsi, metodology dan pertanggungyawaban sistematika. Pada bab I ini penulis ingin
mengetahui secara garis besar mengenai tangeung gugat pemborong dalam per)anjian
pemborongan pembangunan rumah. Dengan adarya Bab Pendahuluan maka diharapkan
pembaca memahan; permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan lebih
mudah.

Pada Bab Il i akan dibahas mengena pembentukan klausula-klausula dary
penjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalamn perjanjian pemborongan  dan praktek
pPetjanyian pemborongan rumah pribadi serta kendala-kendala ywidis yang ada dalam
penjanjian pemborongan nunal) pribadi serta pemutusan perjanjian yang dilakukan ojeh
salah satu pihak secary septhak.

Sedangkan dalam Bab [J] akan dibahae mengenal cura-cara penvelesaian
sengketa yang  dapat ditempuh oleh pihak pemesan apabila kontraktor melakukan wan
prestasi  dalam  pelaksanaa Petjanjian dan cara- cwra mang yang sekuaunya

memberikan penyelesaran vang terbaik bagi para pihak
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Sebagai penutup dalam skripsi ini akan di ditulis mengenal kesimpulan yang
sekaligus merupakan jawaban dan permasalahan yang diajukan dalam bab sebelumnya
Pada bab ini juga saya tulis mengensi saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

langgung gugat kontraktor.
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BAB I
KENDALA-KENDALA YURIDIS DALAM

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN RUMAH PRIBADI

1. Proses Pembentukan Perjanjian Pemborongan Pemhangunan Rumah Pribadi

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seseorang lan atau dunana dua orang saling berjan)i untuk melaksanakan sesuaty’.
Menilik dari macamnya hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, menurut pasal 1234
BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibagi menjadi tiga macam
yaitu
a. perjanjian untuk memberikan sesuatu,

b. perjanjian untuk berbuat sesuatu:
¢. perjanjian untuk tidak berbuat sesuaty

Perjanjian pemborongan numah dapat digolongkan sebagar macam perjangian
vang kedua yaitu perjanjian untuk berbuat sesuatu, karena pada perjajian rumah pihak
pemesan memmta pihak p.vmboroug untuk melakukan sesuatu, dalam hal inj adalah
membangun rumah untuk kepentingan pihak pemesan dengan imbalan sebagaimana
diatur dalam pasal 1604-1616 BW. Salah satu ciri utama dan perjanjian pemborongan
adalah pembayaran dipersetujukan sebelumnya diantara para pihak®, baik it meliputi

cara pembayaran dan besamya uang yang akan dibayarkan karena ity pemborongan

" Bubekt, Hubum Perjannag, et 17, intermnassa, Jakarta, 1998, h 3¢
* 8 oedews Masjchun Sofwan (selayutnya diseng 3n Joedew: Masjchan Sofwan 1),
Hukurn Bargaman, Perjanyian Permborongs Rangmen, edis pertama, [ibenty, Yoygakarta, 1982 § $3

12
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dengan sistem o5t pius e udalab buaya pemborongan vung junlahuya tidak
dinyatakan secara pasti terlebih dahulu, tetapi bam‘ ditentukan kemudian dengan
menghitung biaya ditambah keuntungannya

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Jasa Konstruksi para pihak dalam
perjanjian pemborongan nunah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengguna jasa dan
penyedia jasa dimana pihak penyedia Jasa  dibagi lagi menjadi pihak perencana
konstruks), pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.  Sedangkan antara pihak
perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstrukst dilakukan secars
terpisah walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara tcrintegra‘.i dengan
memperhatikan besaran pekerjaan atay biaya, penggunaan teknologi canggih, serta
nsiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan wmum dalam satu pekerjaan
konstruksi.

Pengikatan antara pihak petigguna jasa (bouwher) dapat dilakukan dengan
melalui pemilihan penyedia Jasa, dalam hal i pemborong, dengan melalw
pelelangan wiun atany terbatas  atay dalam hal tertentu dapat melalm pemilihan
langsung atzn penunjukan limgsung (pasal 17 Undang-Undang Jasa Honstruksi)

Perjanjian pemborongan runah seperti pada perjanjian lainnya pada ANy
vang terdapat dalam BW, tdak harus dibuat dalam benuk tertulis karena dalam
perjanjian vang diutamakan adal"ah adanya kesepakatan antwra para pihak yatu
pemborong dengan pemesan dalan perjanjian tersebut tanpa mengabakan unsur sahnya
Sualu perjanjian yang lainnya wuj;lg diatur dalan pasal 1320 BW dan perjanjian

tersebut mengikat kedua belah plhﬁk wituk melaksanakan 181 dari perjanjian tersobut
|
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(azas konsensualisme). Pasal 1320 BW meuyatakan bahwa untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empat syarat

I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suaty perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Adapun tjuan wtama dari pembuatan perjan)ian pemborongan dalam bentuk
tertulis adalah selain disebabkan untuk kepentingan pembuktian Juga karena perjanjian

pemborongan bangunan mengandung unsur résiko bahaya vang menyangkut keselamatan

9
umum dan tertib bangunan” |

Adapun  keuntungan lain apabila suatu perjanjizn peruborongan pembangunan

rumah dibuat dalam bentuk tertulis yaitu para pihak dapat mengetahul secara pasti

mengenal hak dan kewayiban dar masing-masing pihak. Dalam perjanjian secara lisan

para pihak tidak selalu ingat akan hak dan kewajibarurya, sehingga akan menyulitkan

bila terjadi sengketa antara para pihak dikemudian har;.
Kontrak kerja bangunan dapat dibedakan dalam dua jems |

» FKontraktor hanya melakukan pekerjaannva  saja, sedangkan bahan-bahannya

disediakan oleh pemberi tugas.

»  Hontraktor melakukan pekeryaan dan juga menyediakan bahanmya '

? Ibid, haz

" Mariarn Darus Ps buloanue, Aueks Huogr Biagys, Cet L Algo, Banduig, 1991, L61
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Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Jasa Konstruksi maka ko ak kerja konstiuks;

sekurang-kurangnyva mencakup waran mengenal

o

para pihak

rumusan pekerjaan

Masa pertanggungan danyatau pemeliha aan
tenaga ahl

hak dan kewapban

cara pembayuran

cidera janp

penyelesatan perselisihian
pemutusan kontrak kerja konstruksi
keadaan memaksa

kegagalan bangunan

perlindungan peker)a

m. aspek hingkungan

—
-

—ET s T e oo

Di Indonesia perjanjian pemborongan pembangunan rumal tunduk pada
ketentuan BW serta Undang-Undang Jasa Fonstruksi serta perjanjtan pemborongan
bangunan dimana hak-hak dan kewapiban-kewajiban para pihak  diatur,  sedangkan
dar segi teknisnya hanva diatur dalam kontrak.

Tidak ada ketegasan dalan pasal-pasal dalmn BW mengenar perjanjian
pemborongan apakah bersifi memaksa  atakah hanva  hukun mengatur. Tetaps
sebagaimana wimsnnya pasal-pasal dalam buku ketiga BW. maka kebanyvakan ketentuan
tentang  hukum pemborongan tersebut bersifat mengatur, Pasal-pasal dan  huku,
petianpan merupakan apa vang dinamakan dengan hukum pelengkap, vang berarts
bahwa pasal-pasal 1ty boleh disingkarkan manakala dikehendalk) oleh pihak-pihak vang
membuat perjanjian Moreka diperbolehkan membua ketentuan-ketentuan sendisi vang

menvimpang dar pasal-pasal hukum perjanjan’ Seandamnya para pihak tersebut tidak

:“‘.:u.,\-'yv, 34 “yr
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mengatur tentang sesuatu hal tertentu  dalam perjanjian tersebut, maka sesuatu hal
tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perjanjian pemborongan pembangunen rumah terdapat prinsip-prinsip
lentang  perjanjian yang perlu diperhatikan  oleh para pihak dalam perjanjian
pemborongan nunah. Selengkapnya yaig merupakan prinsip-prinsip yuridis mengenai
suatu kontrak pemborongan vaug terdapat dalam BW adalah sebagar berikut ' -

a Prinsip korelasi antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan dan penyediaan
bangunan

b. Prinsip ketegasan tanggung jawab pemborong jika bangunan musnah karena cacat
dalam penyusunan atau faktor tidak ditopang oleh kesanggupan tanah.

¢. Prinsip perubahian larangan harga kontrak

d. Prinsip kebebasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak bouwhee »

e. Prinsip kontrak yang melekat pada pihak pemborong

. Prinsip vicarious {tabiltty yaitu bahwa pihak pemborong secara hukum mest

bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dari orang-orang yang dipekerjakan

olehnya (Pasal 1613 BW)

Prinsip hubungan kotraktual

Prinsip retensi

=

2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemhornngu

Pembangunan Rumah Pribadj

Perjanjian pemborongan merupakan perjanjian yang bersifatl obligatotr dimana
hak dari salah san pihak menjadi kewajiban bagi pihak yang lain. Yang dimaksud
dengan hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukim'?, sedangkan yang
dimaksud dengan kewajiban disini adalah sesuaty yang wayib diamalkan (dilakukaa)**

Pada pasal 1601b BW menyebutkan bahwa pemborongan pekerjaan adalah perjanjian,

7 Murur Fuadi, Op Cith 26.27
' van Pramadays Puspa, Keruus Hudogn, Aneka 1w, Semararg, 1977
“ ws Poerwadsrints, Karus Urnum Bshasa Indonewrs, Bala Pustaka, Jakerta, 1995
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dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima
suatu harga yang ditentukan. Dari definisi pasal tersebut seolah-olah memberikan
pengertian yang keliru terhadap perjanjian pemborongan sebagai suatu perjanjian yang
bersifat unilateral, dimana seolah-olah hanya pihak kontraktor saja yang mengikatkan
dirt dan harus berprestasi. Padahal dalam perkembangansaat ini baik pihak kontraktor
maupun pihak bouwheer saling mengikatkan diri, dengan masing-masing mempunyai
hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Mengenai hak-hak dan kewajiban dari para
pihak diatur dalam BW, Undang-Undang Jasa Koostruksi serts perjanjian
pemborongan.
Kewajiban dan hak pemborong serta hak dan kewajiban pemesan sebagai
pengguna jasa antara lain
a. Kewajiban pemborong
Kewajiban pemborong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi -
» Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalan pekerjaan konstruksi yang
meliputi rangkaian kegiatan atay bagian-bagian dari kegiatan mulai dan
penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi
(Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi)
> Bila pelaksana berbentiuk badan hukum maka harus :
a  Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
b.  Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan Jasa konstruksi,

(Pasal 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi).
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» Bila pelaksana adalah orang-perorangan maka orang tersebut harus memiliki
sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. (Pasal 9 ayat (2)
Undang-Undang Jasa Konstruksi).

» Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya (Pasal 11 ayat (2) Undang-
Undang Jasa FKonstruksi).

» Membayar ganti rugj bila pemborong sebagai penyedia jasa mengundurkan diri
setelah diterbitkannya penetapan tertulis dan hal tersebut terbukti menimbulkan
kerugian bags pihak yang lain. (Pasaj 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi).

» Bertanggung jawab atas kegagalan bangunan jika kegagalan bangunan tersebut
disebabkan oleh kesalahannya dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian
bagi pihak lain. (Pasal 26 Undang-Undang Jasa Konstruks:).

» Mempelajar, menelitj kontrak kerja dan melaksanakan sepenuhnya semug
materi kontrak kerja baik teknik day administrasi dan menanggung segala risiko
akibat kelalazannya ( Penjelasan Pasal 23 huruf b ayat 2 Undang-Undang Jasa
Konstruksj).

> Meneliti secara seksama kese luruhan pekerjaan yang dilaksanakan serta
menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajukan serah terima akhir kepada
pengguna jasa ( Penjelasan Pasal 23 huruf’ ¢ ayat 2 Undang-Undang Jasa
Konstruks:).

Fewajiban yang lain yang umuwmnya diatur dalam kontrak
» Tugas pembangunan rumah tersebut harus diselesaikan tepal dalam waktu yang

telah disepakati bersamna
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> Menyediakan  bahan-bahan, Jika  dalam  koutrak  ditentukan bahwa pihak
pemborong juga menved akaa bahan bangunan atay matenala pembangunan
numah tersebut

> Menyediakan alaf-ala yang diperlukan wituk pekerjaan pemborongan rumah
tersebut,

> Menyediakan tenaga kerja untuk membangun rumah yang telah dipesan.

> Memberitahu pihak pemesan bila akan mensubkontraktorkan rumah yang
diperjan)ikan dengan pihak pemesan.

» Menanggung biaya yang perbatkan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan
Masa/jangka wakty pemeliharaan tergantung beberapa hal yaitu lingkungan
sekitar, tekanan air serta kesinambungan kerja dari pembangunan rumah ity
sendiri"’ Jangka waktu untuk masa pemeliharaan memuut pasal 1609 BW
adalah selama sepuluh tahun apabila musnahnya gedung tersebt disebabkan
oleh cacat didalam penyusunanya  atau  karena terbatasnya tanah untuk
mendukung bangunan 1ty Sedangkan menurut pasal 25 ayat (2) Undang-Undang
Jasa Konstruks; pémborong dan pemesan bertanggung jawab terhadap
kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun terhibmg sejak penyerahan
Pengamanan terhadap tempat ketja dan tenaga kerja selama waktu konutrak

masih berjalan

> Bertangung jawab atas orang-orang yang yang dipeker; akannya.

" Wawancers dengan Bapak Garus, Direktir CV Artars Surabaya, 2 Met 2000
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b. Hak pemborong

Hak pemborong memuut Undang-Undang Jusa tLonstiuks:

» Mendapat ganti rugi dan hak menuntul secara hukum bila pengguna jasa
mengubah  atau  membatalkan penetapan  tertulis  setelah diterbitkannnya
penetapan tertulis tersebut. {Pasal 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi)

» Menernima pembayaran sesuai dengan harga dan cara yang telah disepakati,
(Pasal 22 huruf £ Undang-Undang Jasa K onstruksi)

» Mendapat ganti rugi dan berhak memumtut secara hukum bila akibat kesalahan
pengguna jasa menyebabkan kegagalan bangunan. (Pasal 27 Undang-Undang
Jasa Konstiuksi).

¢. Kewajiban pemesan

Berdasarkan Undang-Undang Jasa FKonstruksi maka kewajiban pemesan sebagai

pengguna jasa adalah; .

> Memuiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung
dengan dokumen pembuktian dan lembaga perbankan dan/ atay lembaga
keuangan bukan bank. (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi),

» Memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan
konstruksi. (Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi).

> Bila penentuan pemborong melalui pemilihan maka pengguna jasa  wajb -

a Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia Jasa yang memuat
ketentuan secars lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami
b. Menciapkan penyedia Jasa gecaru tertulis sebagmi  hasil pelaksanaan

pemiliban (Pasal 18 aya (1) Undang-"ndang Jasa Fonstruks)).
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> Menindaklanjuti penetapan tertulis tetang pemilihan pemborong dengan suaty
kontrak kerja koostruksi untuk menjamin terpenubinya hak dan kewajiban para
pibak yang secara sdil dan seimbang sertz dilandasi dengan itikad baik dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstiuksi, (Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Jasa
Konstruks: ).

» Membayar ganti rugi bila mengubzh atau membatalkan penetapan (ertulis
setelah diterbitkannya penetapan tertulis dan hal tersebut menimbulkan kerugian
bagi pihak lain. (Pasal 19 Undang-Undang Jasa K onstruksi ).

» Membayar ganti rugi bila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh
kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan merugikan pihak
lain. ( Pasal 27 Undang-Undang Jasa F.onstruksi).

» Memenuhi tanggung Jawabnya sesuai dengan kontrak kerja dan menanggung
semua  nsiko  atas  ketidakbenaran permuntaan,  ketetapan yang
diminlmya/d:lelapkamlya yang tertuang dalam kontrak kerja. ( Penjelasan Pasal
23 huruf' b ayat 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi).

» Memenuhi tanggung Jawabnya sesuai dengan kontrak kerja kepada penyedia
Jasa  yang telah berhasi mengakhin dan melaksanakan serali terima secara
teknis dan admimstratitkepada pengguna jasa sesuar dengan kontrak kerja
( Penjelasan Pasal 23 huruf ¢ ayal | Undang-Undang Jasa Konstruksi).

Fewajiban pemesan sebaga pengguna jasa lunnyva yang unumnya diatur dalagy

kontrak .

» Menyediakan bahan bangunan/material yika dalam kontrak ditentukan ‘bahwa

bahan bangunan disediakan olep pihak pemesan pengsama jasa.
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d. Hak pemesan

Hak pemesan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksj

» Mendapat ganti rugi dan berhak menunbyt secara hukum bila penyedia jasa
mengundurkanu diri seielah diterbitkannnya penetapan tertulis tersebut {Pasal 19
Undang-Undang Jasa Konstruksi)

> Mendapat gant; rugi dan berhak menuntt secara hukum bila akibat kesalahan
pengguna jasa menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan, (Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Jasa Konstruksi ).

Hak pemesan sebagai pengguna jasa lainnya yang unumnya diatur dalam kontrak :

» Menerima hasil pekerjaan pihak pemborong dalam Jangka waktu yang telah
disepakati. |

» Menerima pemberitahuan dari pihak kontraktor bila tejadi pensubkontraktoran
atas objek perjanjian pemborongan rumah.

> Menerima swat jaminan dari pihak pemborongan berupa surat Jaminan dani
bank atau lembaga lain.

3. Penerapan Perjapjian Pemborongan Pembangunan Rumah Pribadi Di

Indonesia
Pada prakteknya bila seseorang ingin membangun rumah dengan menggimakan
Jasa kontraktor, maka 1a menghubungi seorang kontraktor yang telah dikenaloya karena
14 mempunyai referens) tentang hasil kerja dari kontraktor tersebut sehingga hubungan
kedua belah pihak benar-benar berdasarkan kepercayaan. Bila petiesan percaya bahwa

kontraktor yang mana ia mengadakan perjanjian adalah benar-benar kontrakior yang
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berkualitas dalam artian kontraktor tersebut telah dikenal mempunyai  kemampuan,
peralatan yang memadai dan berpengalaman dalam membangun rumah serta
hasilnya yaity bangunan runah yang dihasilkaa oleh pemborong yang bersangkutan
kualitasnya baik dan kontraktor tersebut benar-benar seseorang yang mempunyai itikad
baik untuk mengadakan perjanjian

Karena antwra pihak koutraktor dan pemesan pada dasarnva telah saling
mengenal dan percaya akan saty sama lain dan juga dipengaruhi oleh kecilnya nilai
kontrak maka perjanjian pemborongan yang dilakukan keduanya umumnya dilakukan
secara tidak tertulis. Pada beberapa kasus pihak pemesan meuyerahkan pembentukan
klausul-klausul dari kontrak perjanjian pemborongan kepada pihak kontraktor
sepenuhnya sedang pihak pemesan  tinggal menandatangani kontrak tersebut Hal
tersebut tentunya tidak menguntungkan pihak pemesan karena pihak kontraktor bisa saja
menyalahgunakan keadaan tersebut untuk merugikan pihak pemesan selain itu baik
buruknya kontrak akan sangat tergantung pada ke cerdasan pihak kontraktor saja

Kepada kontraktor tersebut pibak pemesan menyerahkan gambar mengena
bentuk rumah yang akan dunginkannya atay pada kontraktor tersebut ia meminta urtuk
dibuatkan gambar mengenal bentuk rumah yang akan dibangunnya.  Berdasarkan pasal
16 ayat (2) Undang-Undang Jasa Fonstruksi antara pihak kontraktor atay pelaksana
konstruksi dengan perencanaan  konstruksi dan penigawas  konstruks) seharusnya
dilakukan secara terpisah namun denukian tidak menutup  Kemungkinan antara ketiga
pihak tersebut dilaksanakag oleh satu pihak  Untuk peran  pengawasan  pihak
pelaksana/pemborong dapat menyerahkan pada mandor dilapangan, sedangkan pihak

pengawas yang seharusnva adajah pihak ketiga yang Gditunjuk oieh pihak pemesan
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Jarang dilakukan karena pihak pemesan jugs melakukan fungsi pengawasan sesuai
dengan kemanpuamnya

Sebelum melakukan pembangunan seorang pemesan (bouwher) dapat
melakukan konsultasi dengan seorang konsultan bangunan/rumah -Hanya saja hal ini
Jarang dilakukan karena tidak terbiasa dag lagi dengan memanfaatkan Jasa konsultan
bangunan dianggap tidak efisien karena memberatkan biaya pembangunan rumah,
padahal hal ini justry menguntwgkan karena dengan adanya seorang konsultan
bangunan maka pemesan dapat menyesuaikan antara besar, dan benhik bangunan
dengan dana yang dimilikinya serta rencana terhadap rumah tersebut dimasa depan'®

Perjanjian pemborongan pembangunan dilakukan dengan pemborong yang telah
dikenal mempunyai kemampuan peralatan yang memadai dan berpengalaman
dalam membangun rumah serta hasiluya yaitu bangunan rumah yang dihasilkan oleh
pemborong yang bersangkutan diketahui berkualitasuya.  /

4. Hahggan—ﬂzhngzn Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan

Pembangunan Rumah Pribadi

Dalam pelaksanaan suaty perjanjian pemborongan nunah tidak selaly berjalan
lancar. Kadang terdapat hal-hal yang menjadikan terhalangnya pelaksanaan suaty
perjanjian pemborongan pembanguman rumah tersebut sehingga terjadi kegagalan
bangunan yaitu keadaan bangunan dalam hal ini rumah, yang setelah diserahterimakan

oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik baik secara

' Wawnrcara detigan Bapak Gams, Direkhur ©V Artwrs Mursbeys, 2 Mei 2000
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keseluruhan maupun sebagian dan/atay tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat
kesalahan penyedia jasa dan/atay pengguna jasa Halangan tersebut dapat dibagi
menjadi halangan yang berasal dari para pihak (faktor manusia) maupun halangan yang
berasal dan luar para pihak (overmacht/force majeur).

a. Overmacht,

Yang dimaksud dengan ove rmacht (keadaan memaksa) menurut R. Setiawan
adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi
debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan
tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada wakty persetujuan
dibuat'’

Berdasarkan penjelasan pasal 22 ayat (2) huuf j Undang-Undang Jasa
Konstruksi pada keadaasn memaksa mencakup dua hal yaitu ;

» Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak
mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya,

» Keadaan memaksa y':mg bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak
masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewayibanmya.

Hal tersebut sesuai dengan dua teori yaitu teori subyektif dan teori
obyektif "*. Menunust teori obyektif, yang sesuai dengan keadaan memaksa yang

bersifal memaksa, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa jika

U ] Setiawan, Fokok-FPokok ducun Perkatan, Cet. Keluna, Fenerbat Bina Cipta, Bandung,
l9va, h27

" Ibid, h 29
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pemenuhan prestasinya bagi setiap orang tidak mungkin dilakukan. Sedangkan
menurut teor1 subyektif, yang sesuai dengan keadaan memaksa yang bersifat tidak
mutlak/relatif, terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat
keadaan pribadi dan debitur tidak dapat memenuli prestasinya.

Sifat keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara Jika keadaan
bersifat tetap maka perikatan terhenti sama sekali, nusaloya jika rumah yang
sedang dibangun oleh debitur tersebut musnah karena terbakar maka penikatanuya
terhenti sama sekali karena obyek perikatan musnah. Sedangkan dalam keadaan
memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan tertunda. Setelah keadaan
memaksa tersebut hilang maka perikatan mula bekerja kembali.

Hanya saja sesuai dengan ajaran kebebasan berkontrak maka suatu keadaan
dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa, hal tersebut tentunya akan merugikan
pihak pemesan karena pihak pemborong yang pada wnwmiya menguasal pembuatan
kontrak akan mencantumkan sebanyak mungkin keadaan sebagai keadaan memaksa
yang ini tentu saja secara olomatis akan mengurangl kemungkinan tanggung gugat
pemborong bila rumah yang dibangunya mengalami kerusakan atau terlambat
dalam penyerahannya

Akibat keadaan memaksa (overmacht), yaitu ",

a) Kreditur tidak dapat lagi memnta pemenuhan prestasinya, Debitur tidak dapat
lag) dinyatakan lalai;- dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
b) Resiko tidak beralih kepada debitur;

¥ bid, h 27

A k4l
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¢)  Kreditur idak dapat wenuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

(vermacht atan keadaan memaksa amat eral kaitannya dengan risiko.
Sedangkan vang dimaksud dengan risiko dismi  adalah  kewajiban memikul
kerugian  yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah saty
pihak™

Dalam menentukan pembebanan resiko karena musnahuya atau kerusakan
barang pada pemborongan bangunan dibedakan apakah pemborong melaksanakan
pekerjaan dengan materialnya, atau hanya melaksanakan pekerjaannya saja tanpa
menyediakan materialnya. Juga dibedakan apakah musnahnya barang itu terjadi
sebelum penyerahan atau setelah penyerahan pekerjaan. Pemborong yang melakukan
pekerjaan dan yang menyediakan materialnya jika kemudian pekerjaannya musnah
sebelum penyerahan pekerjaan maka resiko ada pada pemborong, berarti
pemborong harus mengerjakan lagi dengan bahan material yang sama, kecuali jika
pemberi tugas telah lalai melakukan pemeriksaan dan menyetujui pekerjaan
tersebut, maka resiko beralih kepadanya ',

Bagi pemborong yang hanya melaksanakan pekerjaannya saja, kemudian
terjadi kerusakan sebelum pekerjaan diserahkan, maka resiko ada pada pemborong
yaitu bertanggung jawab terbatas pada kesalahan yang dibuatnya. pemborong dapat

Juga menerima atas pembayaran mengerjakan bagunan tersebut jika si pemberi tugas

" Subekts, , Up.at, b S9
' 8r) Soedewn Mesichun Sofwen 1, Op Cit, h 86
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lalai wntuk melakukan pemeriksaan dan menyetujui pekerjaan atau bendanya rusak

karena cacat atay kekurangan muty pada bahan materialnya =,
Beberapa alternatif untuk mengatur dan mencegah risiko dapat dilakukan
sebagai berikut -

a Resiko ditransfer ke pibak lain dalam kontrak Tenty hal ini dapat dilakukan
) premium tertenty,

b. Risiko dapat diterima asul tidak berat sebelah,

¢. Risiko dapat dihindari oleh kedua belah pihak. Misalnya menghindari sedapat
mungkin pengguiaan material atay peralatan yang berpotensi mengundang bahaya

d. Risiko dialihkan kepada pihak ketiga dengan premium tertentu Misaloya dengan
menggumakan garansi atau asurans;”

b. Wanprestasi.

Dalam pelaksanaan pekerjaan kemungkinan timbu] wan prestasi yang dilakukan
oleh para pihak dalam perjanjian. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa
yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. [a alpa atay
ingkar janji. Atau ia Juga melanggar perjanjian, bila ja melakukan atau berbuat sesuaty
vang seharustya tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa
Belanda yang berarti prestas; buruk.

Wanprestasi (kelaluian atay kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat

24
macam-”

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya;

b) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi  tidak sebagaimana yang
diperjan) ikannya;

¢) Melakukan apa yang diperyan)ikannya lapi terlambat.

d) Melakukan sesuaty yang menund perjanjian tidak boleh dilakukannya

2 id
2 M Fuady, Up Cit, h 34
* Subekts, Op Oi1. b 4§
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Dalam hal terjadi wanprestasi maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib
dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian,
pengganti kerugian atau pemenuhan.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemborong maka pemberi tugas terlebih
dahulu memberikan tegoran/penagihan agar pemborong memenuhi kewajibannya
sebagaimana diperjanjikan  dalam Jangka waktu yang layak yang diberikan Jika
setelah adanya tegoran tersebut pemborong tetap mengabaikan peringatan tersebut,
maka pemborong dianggap lalai dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada si
pemborong (gerechtell ke akte) perjanjian  dapat langsung  diputuskan tanpa
perantaraan pengadilan. Jadi menyimpang dari ketentuan pasal 1266 KUH perdata
pemutusan perjan)iun karena wanprestasi disyaratkan dengan keputusan hakim. Dalam
praktek perjanjian pemborongan Jika terjadi wanprestasi dari pihak pemborong telah
memberikan peringatan secara tertulis kepadapemborong  dan pemborong tetap
melalakannya, maka pember; tugas meyuruh orang lamn untuk menyelesaikan
pemborongan tersebut atas biaya‘anggaran yang dipikul oleh pemborong atau yang
sedianya diteruna pe:ulwr;)ug =

Untuk menghindari tidak terlaksananya pelaksanaanya perjanjian pemborongan
pembangunan rumah pribadi vang disebabkan karena wanprestusi daii pemborong
dapat digunakan penanggumgan, hanya saja pada kontrak yang nilairya relatif kecil hal
i sangat jarang digunakan Menurut pasal 1820 vang dimaksud dengan penanggungan
ralah suatu perjanjian dimana pihak ketiga, guna Kepentingan si berpiutang, mengikatkan

43

3n Soedew Masycinn 3ofwan |, Lp.Uit, h 86
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dirt untuk memenubi perutangan st berutang manakals si orang i sendiri tidak

memenuhinya

S. Pemutusan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Rumah Pribadi
Femutus; 0an Rumah Pribadi

Dalam pelaksanaan Perjanjian pemborongan pembangunan rumah pribadi
tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kadang terjadi peristiwa yang
menyebabkan terhalangnya pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan rumah
pribadi yang merugikan salah satu pihak, baik itu yang berasal dari kesalahan para
pihak (faktor manusia) maupun halangan yang berasal dari luar para pihak
(overmacht/force majeu r).

Berdasarkan pasal 1611 Bw maka pihak pemesan dapat saja memutuskan
Perjanjian dengan disertaj ganti rugi, dengan adanya pasal tersebut maka bila pihak

pemesan  mengetahui bahwa pihak pihak kontraktor melakukan wanprestasj. Hanya

dalam kontrak. Adapun beberapa alusay yang dijadikan dasar untuk memutuskan
perjanjian tersebut adalah ®

. Kegagalan kontraktor untuk mengerjakan tugasmrya
Cara pemutusan kontrak karena alasan kegagalan kontraktor untuk lergantung pada
ketentuan yang diatur dalam kontrak. Biasanya ditempuh salah satu diantara dua cara
sebagai berikut -
> Kontrak dapat langsung diputuskan olel, pthak bouwher jika ada alasan untuk
itu (biasanya dipersyaratkan untuk dilakukan secara tertulis).
> Kontrak diputuskan setelah ada dua kal; penugatan (notice) dan biasanya juga
dipersyaratkan bahwa penuitusan tersebut dilakukan secara terulig
b. Pelanggaran pembatasan pengalihan kontrak/subkont ak
¢. Pemutusan kontrak tanpa memerlukan alasan Justifikasi

* Murur Fuady, Op Cit, b 200
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d. Kepailitan dan/atay likuidasi dari koutraktor.

31

Sedangkan alasan bagi pihak kontrakior wituk memutuskan kontrak adalah 7.

a Pihak bouwheer ikut  campur terlalu jauh atay menghal

kontraktor.

b. Pihak bouwheer 8agal melaksanakan kewajibannya

¢. Kepailitan dan atay | tkurdasi dari pthak bouwheer.

antara lain adalah sebagai beriky *

a4  Kontrakior meninggalkan Jokas, proyek

b, Serah terima pekerjaan®

¢ Serah terima drq wing dan dokumen

d  Pembayaran Yang masih tersisa dan ganti rug;.

7 bid. h 202-203
Murur Fuady, 2p.08, h 204
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BAB 1l
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN RUMAH PRIBADI

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan rumah pribadi tidak
selamanya selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh para pihak. Kadangkala
terdapat beberapa hal yang menjadikan para pihak dalam perjanjian pemborongan
pembangunan rumah pribadi menjadi bersengketa, dalam hal ini terutama bila
pemborong melakukan wanprestasi. Dalain suaty perjanjian pemborongan yang baik
maka seharusnya diatur Juga mengenal tala cara mengenai penyelesaian perselisihan
yang mungkin akan terjadi diantara para pihak.

Untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak penyedia jasa/ pemborong
dengan pengguna jasa/ pihak pemesan maka kedua pihak tersebwt dapat mensmpuh
cara diluar pengadilan yaity musyawarah, mediasi, konsiliasi, pemilai ahli ataupun jasa

arbitrase ataupun pengadilan

1. Penyelesaian Senpketa Difuar Pengadilan/ Non Litigasi

Penyelesaian sengeta melaluyi Jalur diluar pengadilan/ non litigasi pada
wnumnya lebih dulu ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, karena cara ini
dipandang lebib efektif  didalam menyelesaikun sengketa daripada melalui jalur
pengadilan/ litigasi Selain i putusan hakim dalam pengadilan yang berdimensi
menang - kalah, bukannya akan menyelesaikan masalah, melainkan Jjustru menimbulkan

permasalahan yang berkepanjangan Hal yang demikian itu sudah barang tentu sangat

32 34
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tidak kondusif dan tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitag
fungsional (maupun emosional) satu sama lain Selain tu penyelesaian diluar
pengadilan khususnya melalui, negosiasi dan medisiasi, lebih menghasilkan  putusan
yang win-win solution dimana para pihak merasa tidak ada yang dikalahkan oleh pihak
yang lain. Berdasarkan penjelasan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi
Jo. pasal 615 (3) RV (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering) maka kehendak
para pihak untuk menyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditentukan terlebih
dahulu dalam perjanjian pokok (pactum de compromttendo), tetapi bila para lupa
untuk mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian
pemborongan sebagai perjanjian pokok maka ketentuan mengenai cara penyelesaian
sengketa diantara para pihak dapat diatur secara tersendiri dalam akta khusus (akta
kompromis) yang diatur dalam pasal 618 RV.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi maka
penyelesaian sengketa melalu; Jalur diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-
masalah yang timbul dalam pengikatan dan peuyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta
dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi
penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam pasal 36 jo pasal 37. Dalam
penjelasan pasal 317 Undang-Undang Jasa Fonstruksi dapa Jasa pihak ketiga yang

dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara lan arbitrase, mediasi, konsiliasi

atau penilas ahl.
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Mekanisme Penyelesaian sengketa pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) macam
cara yaitu Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase &

a. Negosiasi.

Negosiasi menurut Fischer dan Ury (1991) adalah komunikasi dua arah yang
dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak  memiliki
berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda ¢

Beberapa karakteristik dari negosiasi adalah **

Tidak terstruktur dan biasanya tidak sistimatis

Langsung dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, kadang-kadang
didampingi oleh /awyemya masing-masing.

Penyelesaian sengketa sepenuhnya ditentukan/dikontrol oleh para pihak.
Sifatnrya inforinal

Pada umumnya tidak dibatasi waktu tertentu

Meliputi berbagai aspek tidak melulu aspek hukumnya saja

Secara yuridis hasil negosiasi tidak mengikat /

VVYVYV VY

Pada kenyataannya bila para pihak  dalam perjanjian pemborongan
pembangunan rumah pribadi mengalami perselisihan maka cara negosiasi  ini
ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak karena biaya yang dikeluarkan murah juga
disebabkan oleh untuk menjaga nama baik para pihak itu sendiri dan hasiloya dapat
memuaskan para pihak™ Hanya saja hasil dari kesepakatan para pihak nantinya
tidak mengikat para pihak untuk melaksanakan hasil kesepakatan tersebut atauy

dengan kata lain negosiasi tersebut tidak mengikat para pihak atau dengan kata lain

? Mucharnmad Zaihm, Mckausme Alternatif Peryeicsnan Sengheta (MAPS). Diklat
Manajemen dan Hukum Perdagangan Bag: Konsultan Huluen dan Pengusaha, diselengggarahan atas
kerjasarna Dityen PDN Depperindag, Kanwil Depperinidag Prop Jetum dengen Zaidun & Partners Law
Firm, di Hote! Sahid Surataye, pads tunggal 18 November-1C Desember 1998

* Muchmramiad Zardun, Qp.Cit hS

© Pasuki Rekso Wibowe, Beberaps Altermalif Penyelessian Sengheta Perdats, Yuridika Mo 3
tatun X, Mei-Jur, 1995, (selanjuinyas disingkat Basuks R Wibowo D, h39.40.
* Wawancars dengan Bapak Garus, Direktur CV Artars Surabaya, 2 Me; 2000
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pemenuhan dari hasil negosiasi tereebut bergantung pada itikad baik dari masing-
masing pihak. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa maka penyelesaian sengketa dengan melalui
negosiasi im diselesaikan oleh para pihak dalam wakty paling lambat 14 hari dan
hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Pengingkaran terhadap hasil negosiasi dapat menimbulkan problem teknis
pelaksanaannya  secara paksa  Terkecuali bila produk negosiasi tersebut
didokumenkan secara tertuljs dan dituangkan dalam akta perdamaan, maka
pengingkaran terhadapnya akan memberikan kemungkinan bagi pihak yang dirugikan
untuk  menggugat ke muka peugadilan atas dalil bahwa pihak lawannya telah
melakukan perbuatan ingkar janji” Bila dengan menggunakan cara negosiasi ini
para pihak mengalami kegagalan maka para pihak dapat menggunakan cara medias)
untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Mediasi.

Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atay negosiasi oleh pihak
ketiga yang bisa diterima oleb pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari
kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak menpunyal wewenang
untuk mengambil keputusan Dia bertugas untuk membanty pihak-pihak yang bertikai
agar secara sukarela mau mencapai kata sepakal yang diterima oleh masing-
masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan,

T ——————— e e

7 Basuki R Wibowo I, Op Cit , h41
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Karakteristik dari mediasi adalah

Terstruktur dan sistematis

Langsung dilakukan oleh para pihak yang bersengket didampingi 4oleh
lawyernya masing-masing,

Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontriol dan ditentukan oleh para pihak
sendiri.

Sifamya semi informal

Adanya batas waktu tertenty

Adanya mediator

Berbagai aspek dapat diutarakan (tidak melulu hukum)

Secara hukum tidak mengikat

VY

A4

VYV¥Yvy

Jangka waktu untuk penyelesaian sengketa dengan mediasi ini adalah 14 hari
bila dengan menggunakan mediator yang ditunjuk oleh para pihak tersebut masih
belum berhasil menyelesaikan sengketa maka para pihak dapat  menghubungi
lembaga arbitrase atay lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menun;juk
seorang medialor. Dalam 30 (tiga pulub) hari bila tercapai kesepakatan maka dalam
30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan wajib didaftarkan d; Pengadilan Negeri
selempat dan pelaksanaannya dalam wakty 30 (tiga pulub) hari sejak didaflarkan
Hanya saja sebagaimana penyelesnian perselisihan dengan cara negosiasi maka
pemenuhan terhadap hasil dari mediasi Juga sangat tergantung dari itikad baik para
pihak.

. Konsiliasi,

Konsiliasi pada prinsipnya sama dengan mediasi, hanya saja peranan yang
dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda, sunggguhpun
dalam prakiek antara istilah mediasi dengan konsiliasi sering dipertukarkan Tugas

dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan konmmikasi

B e

® Iud,

SKRIPSI TANGGUNG GUGAT PEMBORONG ... FAHRUDI ANDRIANTO



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
37

diantara para pihak schingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak sendiri.
Perbedaan yang utama dari konsiliator dengan mediator adalah pihak mediator
dapat juga menyarankan Jalan keluar atau proposal pemyelesaian sengketa yang
bersangkutan, hal mana paling tidak secara teoretis, tidak ada dalam kewenangan
konsiliator”

d. Penilai Ahli

Dalam hal terjadi kegagalan bangunan maka kegagalan bangunan tersebut
ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli (pasal 25 ayat 3 Undang-Undang
Jasa Konstruksi). Yang dimaksud dengan kegagalan bangunan menurut pasal 1 angka
6 Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah 3

"Keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada

pengguna jasa menjadi tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan

mauapun sebagian dan /atau tidak sesuaj dengan ketentuan yang tercantun
dalam kontrak kerja konstruksi atay pemaniaatanmyn yangmenyimpang sebagai
akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. "

Bila  kerugian tersebut benar-benar disebabkan olel kesalahan pihak
pelaksana maka pihak pelaksana wayib berianggung jawab dan dikenakan ganli rugi
(pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi). Hanya saja pengaturan
mengenal penilar ahli ini belum diatur lebih Jelas dalam Peraturan Pemerintah, ]

e. Arbitrase.

Cara i ditempuh bila penyelesman perselisihan dengan cara negosiasi dan
mediasi gagal maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya dengan melalui
Jalur arbitrase atay melalu jalur pengadilan. Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1

® Muur Fuady, Arbitrase Nasiona! xﬁhmizmmuminmmm Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2000 h §2
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutuya disebut Undang-Undang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) adalah cara penyelesaian suatu sengketa
perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan penjelasan pasal 37
ayat (2) Undang-Undang Jasa K.onsrtuksi arbitrase yang digunakan untuk
menyelesaiakan sengketa dalam masalah pemborongan pendirian rumah inj dapat
berupa lembaga arbitrase ataupun ad hoe.
Beberapa karakteristik dari arbitrase adalah® -

Terstruktur dan sistematis.

Dihadiri oleh pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa ditentukan dan dikontrol sepenuhnya oleh arbiter.

Sifat pemeriksaannya sedikit formal
_ Ada batas waktu tertentu

Biaya pemenksaan arbitrase telah ditentukan secara pasti dan relatif murah

Aspek hukum dan ex aequo et bono (putusan berdasarkan pada keadilan dan

kepatutan untuk dijadikan dasar pertimbangan)

Putusan arbitrase mempuryal kekuvatan hukum mengikat Salah sazty prinsip
dasar yang sangal mendasar sehungga menjadikan proses arbitrase sangal efektif
adalah .

YVVVVYVY

\ 4

- Putusan yang dijatuhkan langsung final dan mengikat (final and binding)
kepadz semua pihak yang bersengketa

- Tertutup semwa upaya hukum, oleh karena it terhadap putusan arbitrase
tidak dapat dimintakan banding, kasasi, atay peninjauan kemabali.

- Oleh karena itu, setelsh putusan arbitrase dijatuhkan langsung memiliki
kekuatan eksekutorial tanpa mengurangi kenmumgkinan adanya permintaan
perlawan sesuai alasan yang ditentukan dalam rule arbitrase yang disepakati. /

Berdasarkan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa jika dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan,

®id h 42-43
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maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa Pasal
tersebut mengatur upaya penyelesaian diluar pengadilan yang tidak  dilakukan
melalui upaya arbitrase, misalnya negosiasi, mediasi atau pendapat ahli, karena
pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase
tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa atau beda pendapat
yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pelaksanaan dari putusan
arbitrase tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa bila para
pihak yang bersengketa tetap tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka
putusan arbitrase terscbut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua
Pengadilan Neger: atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61
Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa),

Penyelesaian dengan menggimakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa
masalah pemborongan pembangunan rumah pribadi amat Jarang digunakan, karena

tidak sepadan dengan nilar kontrak yang disengketakan.

2. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan’ Litigasi

Penyelesaian sengketa dipengadilan pada wrmunrya merupakan  pilihan terakhir
(ultimum remedium) setelah penyelesaian di luar pengadilan  dengan jalan negosiasi
dan mediasi atau konsilias), tidak berhasil menghasilkan perdama:an bagi para pihak

Bag: kalangan praktisi hukum yang kaya dengan pengalaman praktek peradilan

akan memiliki gambaran yang sama bahwa proses peradilan memakan waktu yang
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penyelesaian perselisihan/sengketa di pengadilan yang dimulai dengan pengajuan
gugatan.

Adapun hal-hal yang dapat dituntut oleh pemesan sebagat kreditor terhadap
pemborong sebagai debitor adalah -

» pemenuhan perjanjian,

> pemenuban perjanjian disertai ganti rngi;
> ganti rugi saja;

» pembatalan perjanjian;

> pembatalan disertai ganti rugi *

Dalam hal mengajukan gugatan baik melalui Jalur arbitrase maupun melalui

pengadilan adalah yang perlu diperhatikan adalah tanggung gugat penyedia jasa atay

koutraktor.

Yang dimaksud dengan tanggung gugat disini adalah dapat diajukannya ke

pengadilan, seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Seseorang dapat diajukan ke pengadilan apabila ia cakap hukum Menurut pasal 1330
seseorang yang dinyatakan tidak cakap hukum adalah -

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaranh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditet

umumnya semua orang kepada siapa Un
perjanjian tertentu.

apkan oleh Undang-Undang dan pada
dang-Undang telah melarang membuat

Subyek hukum dapat dibagi menjadi subyek hukum perorangan dan badan
hukum. Bila perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap hukumn maka orang tersebut

hanya bertanggung jawab tetap1 tidak bertanggung gugat dipengadilan  dan perjanjian
tersebut dapat dibatalkan

P Subekts, Op (it h §5
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Pihak kontraktor vang digugat oleh pemesan karena melakukan wanprestasi
dapat berupa orang perorangan ataupun badan usaha Bila  dalam perjanjian
pemborongan untuk membangun rumah tersebut pihak kontraktor adalah badan usaha
yang bukan badan hukum, misalnya C'V atau Firma, maka gugatan ditujukan pada orang
yang mengendalikan badan usaha tersebut sedang bila pihak kontruktor adalah badan
usaha yang badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas, maka gugatan dapat diajukan ke
badan usaha tersebut. Apabila pihak pemborong merupakan badan hukum  dan
mengalami pailit maka tuntutan hukum yang berpangkal pada hak-hak dan kwajiban
vang termasuk dalam boede! paiiit harus dimajukan terhadap Balai Harta Peninggalan,
karena penguasaan dan pengurusan boedels pailit tersebut demi hukwmn beralih dan
dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan demikian pada hakikatnya
seorang debitor yang jatuh pailit kedudukanya diasamakan dengan seseorang yang
belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan™ Bila kontraktor adalah
perseorangan pribadi maka gugatan dapat diajukan orang tersebut dengan catatan orang

tersebut cakap hukum .

3. Penyelesaian _Sengketa Yang Memberikan Keadilan Dan  Kepastian

Pelaksanaan Putusan

Cara-cara penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan diatas mempunyal
kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan masing-masing Cara penyelesaian

sengketa di pengadilan tentunya akan memberikan penyelesaian yang berkekuatan

¥ Agng Sujatimko, Aspek Yundie Kepabtan Juaty Badan Hukan, Yunidika, No. 4 Tehun
X1, Juli- Agustue 1996 h 63
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hukum. yang mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hanya saja
proses peradilan dari mula pengajuan Rugalan sampai dengan keluarnya putusan hakim
vang mempunvar kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengikat
memakan waktu yang relatif lama Dalam jangka waktu pemeriksaan (hearing) saja
memakan waktu 2 tahun lebih”, Dikatakan oleh Yahya Harahap : Bahwa berhadapan
dengan dunia peradilan, seolah-olah ‘adventure unto the uninown' disebabkan oleh
berbelit dan berlikmly;l aturan formil yang harus dilalui. Sehingga keadilan dan
kebenaran yang dicar sering lilang ditengal: jalan ditelan liku-liku formalitas®. Selain
itu dari segr  keadilan putusan hakim senantiasa  berdimensi ganda  yang isinya
berlawanan satu sama lain. Dinilai adil bagi yang menmxg dan sebaliknya dinilai tidak
adil bagi bagi yang dikalahkan,

Bagi para pihak yang bersengketa yang sebenamya dimana nilai dari obyek
yang disengketakan relatif kecil maka cara penyelesaian di pengadilan  dihindari
karena akan menghabiskan braya vang relatif lebih besar daripada  obyek yang
disengketakan. Bagi pihak kontraktor penyelesaian pengadilan akan membawa dampak
yang buruk terhadap reputasinya sebagas kontraktor dan hubungan dengan pihak akan
terganggu sehingga akan merugikan usahanya nantinya.

Sedangkan penyelesaian dengan cara negosiasi Jangka waktu penyelesaianmya
relatif lebih singkat daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan pula pada

efisiensi para pihak sendini dan Waktu penyelesaian bergantung pula kerumitan

" Basuki Rekso Wilowo L, Cp.Ci hd6

¥ M Yahya Harahap, Dua SisPutusan Hakum _ Tidak Adil Bags Yang Menang dan Adil Bag

Tang Menang. Varia Feradilan, No 75 Agustus 1993, h102-111, dalam Basu Rekso Wibowo 1,
h 34
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sengketa vang akan diselesatkan Semakin sederhana sifat sengketa semakin sederhana
dan cepat pula pioses negosiasinya, sebaliknya semakin rumit sifat sengketa dengan
sendirinya akan semakin lama proses negosiasiya.

Dalam proses negosiasi sengketa, para pihak tidak terbatas hanya
merundingkan aspek hukwn pangkal sengketa, turut pula dipertimbangkan, bahkan
kadang-kadang menjadi pertimbangan utama yakni aspek-aspek lain, meliputi : relasi,
sosial, ekonomn dan jangka panjang lainnya Bila negosiasi suatu sengketa bisnis
berhasil diakhiri  dengan kondisi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang,
melainkan kedua belah pihak merasa puas terhadap hasil yang telah dicapai. Hal ing
sejalan dengan prinsip “win-win solution”. Hanya saja harus diakui bahwa bahwa
pemenuhan dari hasil negosiasi bergantung pada itikad baik dari para pihak.

Pada penyelesaian sengketa melalui mediasi  dan konsiliasi menuliki
karakteristik yang sama dengan negosiasi, hanya saja mediasi lebih terstruktur dan
sistematis  dan pada mediasi dan konsi|1asi terdapat batas waktu yang ditentukan oleh
mediator atau konsiliatornya atas dasar kesepakatan para pihak Maksuduya agar
prosesnya tidak berlangsung berlarut-larut tanpa ada kemajuan yang jelas. Mediator
dan konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian atas masalah-masalah sengketa, sedangkan pelaksanaan dari hasil mediasi
bergantung pada itikad baik para pihak, kecuali bila perdamaian diantara para pihak
tersebut dituangkan dalam akta perdamaian dan diserahkan kepada hakim untuk
diformulasikan menjadi putusan perdamaian.

Pada penyelesaan peselisthan melalui arbitrase peran arbiter sangat aktif'

dalam mengadakan pemeriksaan serta mengatur maupun dalam memberikan keputusan.
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Pihak-pihak yang bersengketa sekedar mengajukan argumentasi disertai bukti-bukti,
sedangkan penilaian merupakan wewenang dari arbiter. Putusan yang dijatuhkan oleh
arbiter tersebut langsung final dan mengikat (Final/ ang Binding) mempunyai kekuatan
hukum mengikat sehingga tertutup semua upaya hukum (pasal 60 Undang-Undang
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Putusan atau hasil yang dicapai dari
penyelesaian sengketa melalui ad).itrase adalah kalah atau menang tidak sebagaimana
negosiasi atau mediasi yang berdimensi menmxg-menangf'.

Sedangkan pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut harus dilaksanakan
oleh para pihak yang bersengketa bila para pihak yang bersengketa tersebut tidak mau
melaksanakan hasil dari putusan arbitrase tersebut maka putusan arbitrase dapat
dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah
satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 Undang-Undang Asbitrase Dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa).

7 Ibid, hd6
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BAB 1V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a

Kendala-kendala yuridis  dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan untuk
pembangunan rumah pribadi dapat berupa overmacht (force majeur)  dan
waprestasi. Bila tidak terlaksananya pembangunan rumah pribadi karena overmacht
maka para pihak tidak bisa melakukan tuntutan pada pihak yang lain. Sedangkan
pada tidak terlaksananya pelaksanaan pembangunan rumah pribadi karena
wanprestasi maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti
rug.

Bila wanprestasi dilakukan oleh pemborong maka pemesan dapat menempuh
penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu. Bila penyelesaian sengketa
dengan melalui jalur diluar pengadilan mengalami jalan buntu maka dapat ditempuh
Jalur pengadilan.

Gugatan dapat diajukan diajukan kepthak pemborong yang berupa badan hukum
(rechts person) atau orang (naturliyk person). Bila pihak pemborong merupakan
badan usaha yang bukan badan hukum maka gugatan digjukan pengurus dari badan

usaha tersebut.

46
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1.Saran.

a Perjanjian pemborongan hendaknya dilakukan secara tertulis untuk men)amin
kepastian hak dan kewajiban para pihak. Pihak pemesan hendaknya turut aktif dalam
pembuatan kontrak perjanjian pemborongan rumah pribadi karena kontrak tersebut
akan menentukan hak dan kewajibannya

b. Pihak pemesan hendaknya memperhatikan status pemborong dalam perjanjian
pemborongan trumah tersebut karena akan menentukan pada siapa ia dapat menuntut
apabila pemborong melakukan wanprestasi. Upaya hukumn terdahulu yang dapat

dilakukan oleh pemesan bila pemborong melakukan wanprestasi adalah negosiasi.
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